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ABSTRAK 

MOTIV ASI PEGA WAI 
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

KABUPATEN MALINAU 

Yuli Baune 
yulibanne74@gmail.com 

Program Pascasarjana 
Universitas Terbuka 

Optimalisasi pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Malinau sangat ditentukan oleh kinerja para pegawai sebagai pelaksana 
operasional dan pengambil kebijakan. Kondisi yang terjadi menunjukkan bahwa 
kinerja pegawai belurn menunjukan hasil yang optimal karena pegawai belum 
memiliki motivasi kerja yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis faktor 
intrinsik dan ekstrinsik terhadap motivasi kerja pegawai pada Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Malinau dalam rangka memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. Dasar penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe 
penelitian secara kualitatif deskriptif Teknik yang digunakan dalam pengumpulan 
data adalah metode observasi dan mempelajari data berupa laporan dan bukti
bukti yang berkaitan dengan penelitian dan kemudian data yang diperoleh akan 
dianalisis secara deskriptif kualitatif 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor intrinsik memberikan 
pengaruh terhadap motivasi kerja pegawai, hal ini terlihat dari adanya rasa 
tanggungjawab dari pegawai untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan 
kualitas dan waktu yang telah ditetapkan, organisasi dan pimpinan memberikan 
dukungan yang tinggi kepada pegawai untuk dapat meningkatkan kapasitasnya 
melalui jenjang pendidikan Iebih tinggi maupun melalui bimbingan teknik dan 
pelatihan. Faktor ekstrinsik juga memberikan pengaruh terhadap motivasi kerja 
pegawai, penghasilan yang diterima pegawai mampu memberikan motivasi 
kepada pegawai untuk bekerja dengan baik, kondisi lingkungan kerja yang 
nyamanjuga mampu meningkatkan motivasi pegawai. 

Kata Kunci : Motivasi Pegawai, Faktor lntrinsik dan Ekstrinsik, Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau. 

ii 

43890.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



ABSTRACT 

MPLOYEE MOTIVATION 
IN THE ENVIRONMENTAL SERVICES 

MALINAU REGENCY 

YuliBanne 
yulibanne74@gmail.com 

Graduate Program 
Open University 

Optimizing services at the Malinau District Environmental Service is 
largely determined by the performance of employees as operational implementers 
and policy makers. Conditions that occur indicate that the performance of 
employees has not shown optimal results because employees do not have high 
work motivation to provide services to the community. 

The purpose of this study was to examine and analyze intrinsic and 
extrinsic factors on the work motivation of employees at the Malinau District 
Environmental Service in order to provide services to the community. The basis of 
this study is a qualitative approach with qualitative descriptive research type. The 
technique used in data collection is a method of observation and learning data in 
the form of reports and evidence related to research and then the data obtained 
will be analyzed qualitatively qualitative. 

The results showed that intrinsic factors have an influence on employee 
work motivation, this can be seen from the sense of responsibility of employees to 
be able to complete their work with the quality and time that has been set, the 
organization and leaders provide high support to employees to be able to increase 
their capacity through education higher or through technical guidance and 
training. Extrinsic factors also have an influence on employee work motivation, 
the income received by employees is able to motivate employees to work 
properly, comfortable working environment conditions can also increase 
employee motivation. 

Keywords Employee Motivation, Intrinsic and Extrinsic Factors, 
Environmental Service of Malinau District. 
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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan 

Hid up 

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 

Nomor 43), maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau 

mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan 

pemerintahan daerah di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolahan 

Sampah dan Limbah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan Hidup, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 

Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. 

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Malinau mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 

e. Pelaksanaan fungsi Iain yang diberikan oleh bupati terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

66 
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a. Dasar Hokum Pembentukan 

Kabupaten Malinau terbentuk melalui Undang - Undang 

Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, 

Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur 

dan Kota Bontang, Selanjutnya pemerintah Kabupaten Malinau 

membentuk Dinas, Badan dan Instansi Teknis untuk menjalankan 

pemerintahan. 

Kemudian dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten 

Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 5) dan melalui Peraturan 

Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah 

(Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43), maka 

secara resmi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Daerah 

(BLHD) Kabupaten Malinau berubah nomenklatur menjadi Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang mempunyai tugas 

melaksanakan Urusan pemerintahan daerah di Bidang Tata 

Lingkungan, Bidang Pengelolahan Sampah dan Limbah, Bidang 

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang 

Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang menjadi 

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada 

Kabupaten. 

43890.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



68 

b. Struktur Organisasi 

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Malinau terdiri dari: 

1) Kepala Dinas; 

2) Sekretariat; 

a) Subbagian Penyusunan Program dan Perencanaan; 

b) Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

c) Subbagian Keuangan. 

3) Bidang Tata Lingkungan; 

a) Seksi lnventarisasi, RPPLH dan KLHS; 

b) Seksi Kajian Dampak Lingkungan; 

c) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup. 

4) Bidang Pengelolahan Sampah dan Limbah; 

a) Seksi Pengurangan Sampah; 

b) Seksi Penanganan Sampah; 

c) Seksi Limbah B3. 

5) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

Hidup; 

a) Seksi Pemantauan Lingkungan; 

b) Seksi Pencemaran Lingkungan; 

c) Seksi Kerusakan Lingkungan. 

6) Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; 

a) Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; 

b) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; 

c) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. 
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7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); 

8) Kelompok Jabatan Fungsional. 

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Malinau mengacu pada Peraturan Bupati Malinau Nomor 

43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerab, yaitu : 
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c. Tugas Pokok dan Fungsi 

1) Kepala Dinas 

71 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau di p1mpm 

oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi : 

a) Membantu Bupati di bi dang tugasnya. 

b) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas 

Lingkungan Hidup. 

c) Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi 

lainnya untuk menjalankan pelaksanaan tugasnya. 

d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

2) Sekretaris 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Tugas 

pokok Sekretariat adalah memimpin, melaksanakan koordinasi 

pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur atau unit organisasi, serta 

mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pelayanan 

kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian penyusunan 

program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan 

dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan, kepegawaian, serta 

pengelolaan dan laporan keuangan. 

Dal am melaksanakan tugasnya, Sekretariat 

menyelenggarakan fungsi: 

a) Penyelenggaraan penyusunan perencanaan, pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi; 
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b) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional 

dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan 

kesekretariatan, serta penyelenggaraan pengelolaan 

administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan 

administrasi kepegawaian; 

c) Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, 

keprotokolan, dan penatalaksanaan hubungan kemasyarakatan; 

d) Penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan 

ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian, 

serta pengelolaan keuangan dan laporan; 

e) Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, 

pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit 

kerja; 

f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas 

terkait dengan bidang tugas dan fungsinya. 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat 

dibantu oleh beberapa Subbagian di antaranya : 

3) Subbagian Penyusunan Program dan Perencanaan 

Subbagian Penyusunan Program dan Perencanaan dipimpin 

oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

Subbagian Penyusunan Program dan Perencanaan, 

mempunyai tugas pokok menyusun, merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan 

pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Dinas. 
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4) Subbagian Keuangan 

Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala 

Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Sekretaris. Subbagian Keuangan, mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas. 

5) Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang 

Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian, 

mempunya1 tugas pokok melaksanakan merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas 

pelayanan administrasi urusan umum dan pengelolaan administrasi 

Kepegawaian. 

6) Bidang Tata Lingkungan 

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang 

yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada 

Kepala Dinas. 

Bidang Tata Lingkungan mempunya1 tugas pokok 

melaksanakan kebijakan di bidang Inventarisasi, RPPLH, KLHS, 

kajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan hidup. 

Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi : 

a) Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam; 

b) Penyusunan dokumen RPPLH; 

c) Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP 

danRPJM; 
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d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH; 

e) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 

f) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung 

dan daya tampung lingkungan hidup; 

g) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan 

PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan 

lingkungan hidup ); 

h) Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan 

Ekoregion; 

i) Penyusunan NSDA dan LH; 

j) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah; 

k) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 

I) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH; 

m) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten; 

n) Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 

o) Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS; 

p) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; 

q) Pernantauan dan evaluasi KLHS; 

r) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, 

izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH); 

s) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan 

UKL/UPL); 

t) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang 

transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); 

u) Pelaksanaan proses izin lingkungan; 
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v) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam; 

w) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam; 

x) Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam; 

y) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam; 

z) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; 

aa) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi 

GRK; 

bb) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati; 

cc) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan 

berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman 

hayati; 

dd) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi 

keanekaragaman hayati; 

ee) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman 

hayati;dan 

ff) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database 

keanekaragaman hayati. 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang 

Tata Lingkungan dibantu oleh beberapa Seksi di antaranya: 

7) Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS 

Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS dipimpin oleh 

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bidang Tata lingkungan. 

Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS, mempunyai tugas 

pokok: 

a) Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam; 

b) Penyusunan dokumen RPPLH; 
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c) Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan 

RPJM; 

d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH; 

e) Penentuan daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup; 

f) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung 

dan daya tampung lingkungan hidup; 

g) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & 

PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan 

lingkungan hidup ); 

h) Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan 

Ekoregion; 

i) Penyusunan NSDA dan LH; 

j) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah; 

k) Penyusunan Indeks Kuahtas Lingkungan llidup; 

I) Sosialisasi kepada pernangku kepentingan tentang RPPLH; 

m) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten; 

n) Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 

o) Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS; 

p) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;dan 

q) Pemantauan dan evaluasi KLHS. 

8) Seksi Kajian Dampak Lingkungan 

Seksi Kajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh Kepala 

Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 

Bidang Tata Lingkungan. 

Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas 

pokok: 

43890.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



77 

a) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, 

izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH); 

b) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan 

UKL/UPL); 

c) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang 

transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan 

d) Pelaksanaan proses izin lingkungan. 

9) Seksi Pemeliharaan lingkungan hidup 

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh 

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bidang Tata Iingkungan. 

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas 

pokok: 

a) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam; 

b) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam; 

c) Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam; 

d) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam; 

e) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; 

f) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi 

GRK; 

g) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati; 

h) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan 

berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman 

hayati; 

i) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi 

keanekaragaman hayati; 
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a) Pelaksanaan perizinan Penimbunan Lim bah B3 dilakukan lintas 

Kabupaten dalam wilaya Provinsi; 

b) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, 

pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; 

c) Penyediaan sarpras pengolahan sampah dan limbah 83; 

d) Perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional; 

e) Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah 

B3;dan 

f) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan 

limbah B3. 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang 

Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dibantu oleh beberapa Seksi 

di antaranya : 

lO)Seksi Pengurangan Sampah 

Seksi Pengurangan Sampah dipimpin oleh Kepala Seksi 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Bidang Pengelolaan Sampah dan limbah B3. 

Seksi Pengurangan Sampah melaksanakan tugas pokok : 

a) Perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten; 

b) Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan 

prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu; 

c) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan 

ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pernrosesan akhir 

sampah di TPAITPST Regional;dan 

d) Koordinasi pengangkutan pengolahan dan pernrosesan akhir 

bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau 

perselisihanpengelolaan sampah antara Kabupaten). 
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11) Seksi Penanganan Sampah 

Seksi Penanganan Sampah dipimpin oleh Kepala Seksi 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Bidang Pengelolahan Sampah dan Limbah B3. 

Kepala Seksi Penanganan sampah melaksanakan tugas : 

a) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan 

pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan 

dan pencabutan ); 

b) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul Iimbah 83; 

c) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan 

alat angkut roda 3 ( tiga) dilakukan lintas kabupaten dalam 

wilaya Provinsi; 

d) Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas 

kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi ;dan 

e) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, 

pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3. 

12) Seksi Lim bah BJ 

Seksi Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Pengelolahan Sampah dan Limbah B3. 

Kepala Seksi Limbah B3 melaksanakan tugas : 

a) Penyediaan sarpras pengolahan sampah dan limbah B3; 

b) Perencanaan dan pembangunan TPAITPST Regional; 

c) Penetapan stasiun peralihan antara (intermediate transfer 

facility) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan 

sampah lintas kabupatenlkota dalam satu provinsi atau atas 

usulan dari Kabupaten/Kota; 

43890.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



80 

d) Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah 

B3;dan 

e) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan 

limbahB3. 

13)Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

Hid up 

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merumuskan dan 

melaksanakan Kebijakan di Bidang Pemantauan Lingkungan, 

Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian 

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi: 

a) Pelaksanaan pemantauan kualitas air; 

b) Pelaksanaan pemantauan kualitas udara; 

c) Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah; 

d) Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir; 

e) Penentuan baku mutu lingkungan; 

f) Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium 

lingkungan ); 

g) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non 

institusi; 

h) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian 

informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar 

institusi dan non institusi; 
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i) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, 

rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non 

institusi; 

j) Penentuan baku mutu sumber pencemar; 

k) Pengembangan 81 sistem informasi kondisi, potensi dampak 

dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan 

lingkungan hidup kepada masyarakat; 

I) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar 

institusi dan non institusi; 

m) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi 

dan non institusi; 

n) Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi basil 

evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; 

o) Penentuan 81 kriteria baku kerusakan lingkungan; 

p) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan; 

q) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, 

pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;dan 

r) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi 

dan restorasi) kerusakan lingkungan. 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang 

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 

dibantu oleh : 

14) Seksi Pemantauan Lingkungan 

Seksi Pemantauan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

Hidup. 
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Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan melaksanakan tugas: 

a) Pelaksanaan pemantauan kualitas air; 

b) Pelaksanaan pemantauan kualitas udara; 

c) Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah; 

d) Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir; 

e) Penentuan baku mutu lingkungan;dan 

f) Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium 

lingkungan ). 

15) Seksi Pencemaran Lingkungan 

Seksi Pencemaran Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

Hid up. 

Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan melaksanakan tugas: 

a) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemaran institusi dan non 

institusi; 

b) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian 

informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar 

institusi dan non institusi; 

c) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, 

rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non 

institusi; 

d) Penentuan baku mutu sumber pencemar; 

e) Pengembangan 82 sistem informasi kond.isi, potensi dampak 

dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan 

lingkungan hidup kepada masyarakat; 

f) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar 

institusi dan non institusi; 
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g) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi 

dan non institusi;dan 

h) Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil 

evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi. 

16)Seksi Kerusakan Lingkungan 

Seksi Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

Hidup. 

Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan melaksanakan tugas : 

a) Penentuan 83 kriteria baku kerusakan lingkungan; 

b) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan; 

c) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, 

pengisolasian serta pengbentian) kerusakan lingkungan; dan 

d) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi 

dan restorasi) kerusakan lingkungan. 

17) Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan 

Hidup 

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan 

Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merumuskan dan 

melaksanakan Kebijakan di Bidang Pengaduan Penyelesaian 

Sengketa Lingkungan, Penegakan Hukum Lingkungan dan 

Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. 

Dalarn melaksanakan tugasnya, Bidang Penaatan dan 

Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi : 
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a) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan 

penyelesaian pengaduan masyarakat; 

b) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang 

tidak sesuai dengan ijin perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan bidup; 

c) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan; 

d) Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi 

pengaduan; 

e) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas 

basil tindak lanjut pengaduan; 

f) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan 

maupun melalui pengadilan; 

g) Sosialisasi tata cara pengaduan; 

b) Pengembangan 84 sistem 84 informasi penerimaan pengaduan 

masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan 

ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

i) Penyusunan kebijakan pengawasan terbadap usaha dan atau 

kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan; 

j) Pelaksanaan pengawasan terbadap penerima 1zin lingkungan 

dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 

k) Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi basil 

evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan; 

I) Pembinaan dan pengawasan terbadap petugas pengawas 

lingkungan bidup daerah; 
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m) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring koordinasi 

penegakan hukum lingkungan; 

n) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup; 

o) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran Iingkungan hidup; 

p) Penanganan barang bukti dan penanganan hokum pidana secara 

terpadu; 

q) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat 85 

lokal adat, kearifan 85 lokal atau pengetahuan tradisional dan 

hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA 

terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Iingkungan hidup; 

r) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan 

keberadaan masyarakat 85 hukum adat, kearifan 85 lokal atau 

pengetahuan tradisional dan hak kearifan 85 lokal atau 

pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

s) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, 

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan 

lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait 

dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

t) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA; 

u) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat; 

v) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan 85 lokal 

atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup; 

w) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan 

lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; 
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x) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan 

pendampingan terhadap MHA, kearifan 86 lokal atau 

pengetahuan tradisional terkait PPLH; 

y) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, 

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; 

z) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan 

kerjasama MHA, kearifan 86 lokal atau pengetahuan 

tradisional terkait PPLH. 

aa) Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan 

kerjasama MHA, kearifan 86 lokal atau pengetahuan 

tradisional terkait PPLH; 

bb) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH; 

cc) Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH; 

dd) Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH; 

ee) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH. 

ft) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH. 

gg) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan. 

hh) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH. 

ii) Pengembangan jenis penghargaan LH. 

jj) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH; 

kk) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan; 

II) Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;dan 

mm) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi 

dan nasional. 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang 

Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dibantu 

oleh: 
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18) Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa lingkungan 

Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa lingkungan 

dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Bidang Penaatan dan peningkatan kapasitas 

Lingkungan Hidup. 

Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan 

melaksanakan tugas : 

a) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan 

penyelesaian pengaduan masyarakat; 

b) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang 

tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup; 

c) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan; 

d) Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi 

pengaduan; 

e) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas 

hasil tindak lanjut pengaduan; 

f) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan 

maupun melalui pengadilan; 

g) Sosialisasi tata cara pengaduan; dan 

h) Pengembangan 87 sistem 87 informasi penerimaan pengaduan 

masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan 

izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

19) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan 

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dipimpin oleh Kepala 

Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. 
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Ke pal a Seksi Penegakan Hukum Lingkungan 

melaksanakan tugas: 

a) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau 

kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan; 

b) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan 

dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 

c) Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil 

evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan; 

d) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas pengawas 

Lingkungan Hidup Daerah; 

e) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan 

88hukum; 

f) Pelaksanaan penegakan 88 hukum atas pelanggaran 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

g) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan 

hidup;dan 

h) Penanganan barang bukti dan penanganan hokum pidana secara 

terpadu. 

20) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin 

oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Bidang Penaatan dan peningkatan kapasitas 

Lingkungan Hidup. 
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Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan 

mempunyai melaksanakan tugas: 

a) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat 

hukum adat, kearifan 89 lokal atau pengetahuan tradisional dan 

hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA 

terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup; 

b) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan 

keberadaan masyarakat 89 hukum adat, kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional dan hak kearifan 89 lokal atau 

pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

c) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, 

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan 

lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait 

dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

d) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA; 

e) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat; 

f) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan 89 lokal 

atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

g) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan 

lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; 

h) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan 

pendampingan terhadap MHA, kearifan 89 lokal atau 

pengetahuan tradisional terkait PPLH; 
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i) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, 

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; 

j) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan 

kerjasama MHA, kearifan 90 lokal a tau pengetahuan 

tradisional terkait PPLH; 

k) Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan 

kerjasama MHA, kearifan 90 lokal atau pengetahuan 

tradisional terkait PPLH; 

I) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH; 

m) Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH; 

n) Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH; 

o) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH; 

p) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH; 

q) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan; 

r) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH; 

s) Pengembanganjenis penghargaan LH; 

t) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH; 

u) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan; 

v) Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;dan 

w) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional. 

d. Somber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau 

Berikut ini adalah pemaparan mengenai data jumlah pegawai 

negeri sipil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang 

dibedakan menurut golongan, eselon dan pendidikan. Pemaparan lebih 

lanjut akan dijelaskan melalui tabel-tabel dibawah ini. 
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Tabet 4.1 Daftar Jomlah P awai Menorot Golon an 

IV/b I 
IV/a 6 
III/d 7 
IIJ/c 6 
III/b I 
III/a 4 
II/d 3 
II/c 3 
II/b 5 

Jomtah 36 
Somber data : Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Tabet 4.2 Daftar Jomlah P awai Menorut Eselon 

I 
II I 
III 5 
IV 14 

Staf 16 

Jomlah 36 
Somber data : Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Tabet 4.3 Daftar Jomlah P awai Menorot Pendidikan 

SMA 10 
DII, DUI I 

SI 24 
S2 I 

Jomlah 36 
Somber data : Subbagian Umum dan Kepegawaian 

B. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara kepada 

responden. Se lain wawancara. penulis JUga mengambil 

data sekunder seperti struktur organisasi, jumlah pegawai, tugas pokok dan 
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fungsi, clan lain - lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun yang 

menjadi responden dalam penelitian ini aclalah Pegawai Negeri Sipil yang 

bekerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau, secara khusus key 

person sebagai responden kunci clalam penelitian ini, seperti Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Pejabat esselon III, 

esselon IV dan PNS Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau. 

Untuk mengetahui motivasi pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Malinau, maka penulis memilih dua dimensi motivasi yang 

dikemukakan oleh Frederick Herzberg (1966) yaitu faktor intrinsik clan faktor 

ekstrinsik. Selanjutnya dijelaskan melalui masing - masing indikator. 

1. Pengaruh Faktor lntrinsik terhadap Motivasi 

Faktor intrinsik adalah faktor yang acla di clalam diri seseorang 

yang menjadi penggerak. Kemudian untuk mengukur faktor intrinsik yang 

dimiliki oleh pegawai clapat dilihat dari: 

a. Prestasi 

Prestasi adalah keberhasilan seorang pegawa1 dalam 

melakasanakan pekerjaannya, pem1mpm harus mempelajari 

bawahannya dan pekerjaannya dengan memberikan kesempatan 

kepada bawahan agar clapat berusaha mencapai hasil yang terbaik. 

Pegawai pacla Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten 

Malinau merasa bahwa pekerjaan yang telah dilaksanakan memiliki 

kualitas yang baik, ha! ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Padli 

selaku pegawai DLH sebagai berikut.(wawancara tanggal 12 

Desember 2017) 
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"Dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan, yang 
tertuang dalam SKP, saya telah melaksanakan dengan baik 
sehingga hasil pekerjaan saya memiliki basil kualitas yang baik 
sesuai dengan yang saya dan pimpinan harapkan" 

Informasi tersebut menunjukkan bahwa pegawai harus 

bertanggungjawab dengan setiap pekerjaan yang telah tertuang dalam 

SKP sebagai kontrak kerja yang akan dilakukan oleh pegawai selama 

setahun, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai mendapatkan 

pengawasan dan penilaian secara langsung oleh pimpinan, sehingga 

hal ini meningkatkan kemauan pegawai untuk dapat bekerja secara 

optimal untuk menghasilkan kualitas kerja yang baik. 

Pimpinan secara langsung maupun tidak langsung melakukan 

pengawasan dan pembinaan guna menjaga kualitas pekerjaan yang 

dilakukan pegawai sesuai dengan standard yang telah ditetapkan, 

seperti informasi yang disampaikan oleh Bapak Frent Tomi Lukas 

selaku Kepala DLH sebagai berikut. 

"Sistem pemerintah daerah telah memiliki sistem yang secara 
langsung maupun tidak langsung telah menciptakan 
pengawasan kepada setiap pekerjaan yang dilakukan oleh 
pegawai, ha! ini dilakukan mengingat fungsi dan peran PNS 
yang sangat besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat 
melalui pelayanan yang diberikan. Saya selaku pimpinan secara 
konsisten selalu memperhatikan kualitas pegawai terhadap 
hasil pekerjaannya, karena menurut saya keberhasilan 
organisasi memberikan pelayanan yang berkualitas sangat 
tergantung dari kualitas kerja masing-masing personel yang ada 
dalam organisasi." 

Informasi diatas memberikan penegasan bahwa paradigm 

kualitas kerja PNS saat ini telah mengalami perubahan yang signifikan, 

PNS saat ini dituntut untuk dapat bekerja secara professional untuk 
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memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat melalui hasil 

pekerjaan yang berkualitas. 

Pegawai di DLH secara umum telah mampu menyelesaikan 

pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan tepat waktu, ha! 

ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Nanang Aspiani selaku 

pegawai DLH sebagai berikut. 

"Sebagai seorang pelaksana saya mendapat tugas dan pekerjaan 
dari atasan untuk dapat saya selesaikan, setiap pekerjaan selalu 
disertai dengan jangka waJ...'tu penyelesaiannya dan selama ini, 
setiap pekerjaan yang diberikan hamper seluruhnya dapat saya 
selesaikan dengan tepat waktu". 

Informasi diatas menunjukkan bahwa secara umum pegawai 

yang ada pada DLH memiliki kemampuan untuk dapat menyelesaikan 

pekerjaan dengan tepat waktu, ha! ini salah satunya disebabkan 

pekerjaan yang diberikan kepada pegawai lebih banyak pekerjaan yang 

bersifat rutin, sehingga pegawai mampu menyelesaikan pekerjaanya 

tepat waktu, seperti informasi yang disampaikan oleh Bapak Liman 

Lawai selaku Sekretaris DLH sebagai berikut. 

"Secara umum pegawai di DLH dapat menyelesaikan pekerjaan 
mereka dengan tepat waktu, Karena pekerjaan yang mereka 
kerjakan rata-rata adalah pekerjaan rutin yang sudah mereka 
lakukan sehari-hari, terdapat beberapa pekerjaan khusus yang 
sifatnya insidentil, namun selama ini juga telah mampu 
dikerjakan oleh pejabat maupun staf' 

lnformasi diatas memberikan penegasan bahwa secara umum 

penyelesaian pekerjaan di DLH tidak terkendala oleh batasan waktu 

yang diberikan oleh pimpinan maupun organisasi. Ketepatan waktu 

penyelesaian pekerjaan menjadi ha! yang signifikan terhadap 

keberhasilan organisasi, ha! ini tidak terlepas dari fungsi dan peran 
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DLH untuk dapat menjaga kualitas lingkungan hidup di Kahupaten 

Malinau khususnya herkaitan dengan keheradaan perusahaan 

pertarnhangan hatu hara. 

Organisasi memherikan perhatian lehih terhadap pekerjaan 

yang herkaitan dengan limbah hatu hara yang herakihat terhadap 

pencemaran air sungai di Kahupaten Malinau, untuk dapat 

menyelesaikannya pekerjaan secara cepat waktu, pegawai dan 

pimpinan di DLH tidak mengenal waktu untuk melakukan inspeksi 

pekerjaan ke lapa.ngan, seperti informasi yang disarnpaikan oleh Bapak 

Petrus selaku Kepala UPTD Lahoratoriurn DLH sehagai herikut. 

"Kami tidak akan main-main untuk pekerjaan yang herkaitan 
dengan pencemaran air sungai akihat limhah hatu hara, jika 
pekerjaan yang lain dapat kami tunda, tidak halnya dengan 
pekerjaan untuk mengatasi limhah hatu hara, karni senantiasa 
hekerja selarna 24 jam dan 7 hari dalam satu Minggu untuk 
mengatasi pekerjaan tersehut, ha! ini kami lakukan mengingat 
dampak yang hesar jika kami lalai atau terlamhat sedikit saja 
untuk masalah pencemaran air sungai akihat lirnhah hatu hara." 

Informasi diatas semakin memherikan penegasan hahwa 

meskipun secara urnurn pegawai marnpu menyelesaikan pekerjaan 

dengan tepat waktu, namun untuk pekerjaan yang berkaitan dengan 

pencemaran air sungai akihat limhah hatu hara, pegawai DLH 

memiliki kornitmen untuk dapat menyelesaikannya secara lehih cepat 

dari ketentuan waktu yang diherikan. 

b. Pengakuan 

Pengakuan adalah Suatu ungkapan yang diperoleh seseorang 

dari orang lain karena hasil kerja yang telah dicapai. Dalam organisasi 

puhlik pengakuan diherikan oleh pimpinan kepada pegawai terhadap 

prestasi atau hasil pekerjaan pegawai. 
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Secara umum pegawai merasa mendapat pengakuan dari 

pimpinan terbadap kinerja dan pekerjaan yang telab diselesaikannya, 

seperti informasi yang disampaikan oleb Ibu Yusthisia selaku pegawai 

DLH sebagai berikut. 

"Saya merasa bangga bahwa setiap saya menyerahkan atau 
menyelesaikan pekerjaan yang diberika kepada saya, pimpinan 
memberikan pengakuan berupa pujian terbadap kinerja dan 
basil pekerjaan saya sebagai staff di DLH." 

Informasi tersebut menunjukkan babwa pengakuan pimpinan 

terbadap kinerja dan basil kerja pegawai memberikan rasa kebanggaan 

kepada pegawai sebingga dapat memotivasi pegawai untuk dapat 

meningkatkan kinerjanya. 

Pimpinan memiliki peran yang sangat strategis untuk dapat 

meningkatkan rasa kebanggaan pegawai terbadap pekerjaan yang 

diembannya. Oleb Karena itu, bentuk pengakuan meskipun diberikan 

secara sederhana mampu memberikan basil yang berbeda terbadap 

pekerjaan pegawai, seperti informasi yang disampaikan oleb Bapak 

Frent Tomy Lukas selaku Kepala DLH sebagai berikut. 

"Saya sebagai pimpinan selalu berupaya memberikan semangat 
kepada pegawai untuk terus meningkatkan kinerjanya, salah 
satu upaya yang saya lakukan adalah dengan memberikan 
ucapan yang menggambarkan bentuk pengakuan dan 
penghargaan meskipun ucapan tersebut sangat sederbana, 
seperti terima kasib untuk pekerjaan yang sudah diselesaikan, 
basil pekerjaan seperti ini yang sangat baik, dll". 

Informasi tersebut memberikan penegasan bahwa pimpinan 

sebagai pengendali operasional organisasi harus mampu memberikan 

motivasi dan mendukung peningkatan kinerja pegawai yang dapat 

diberikan melalui ucapan terbadap pengakuan kinerja dan basil 

43890.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



97 

pekerjaan pegawai, karena pengakuan tersebut memberikan dampak 

yang besar bagi pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. 

Intensitas pengakuan pimpinan terhadap kinerja pegawai 

memiliki dampak yang besar bagi pegawai, seperti informasi yang 

disampaikan oleh Ibu Yusthisia selaku pegawai DLH sebagai berikut. 

"Pimpinan sering memberikan pengakuan dan penghargaan 
berupa kata-kata sederhana terhadap hasil pekerjaan yang telah 
saya selesaikan, terlebih ketika hasil pekerjaan tersebut sesuai 
dengan harapan pimpinan." 

Informasi tersebut menunjukkan bahwa intensitas p1mpman 

memberikan pengakuan terhadap kinerja dan hasil kerja pegawai 

memberikan motivasi yang lebih kepada pegawai untuk menyelesaikan 

pekerjaannya. Pimpinan harus lebih intens dan sering memberikan 

pengakuan dengan kata-kata yang sederhana karena memiliki dampak 

yang besar bagi peningkatan kinerja pegawai. 

c. Tanggungjawab 

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala 

sesuatunya, artinya didalam operasional organisasi jika ada 

penyimpangan atau kesalahan terdapat pihak yang dapat dituntut, 

dipersalahkan, diperkarakan untuk menanggung akibat dari kesalahan 

yang dilakukan. 

Pegawai DLH secara umum memiliki tanggungjawab terhadap 

pekerjaan dan basil pekerjaan yang telah dilakukan, ha! ini tidak 

terlepas dari sistem dan mekanisme kerja yang jelas dan tegas baik 

secara administrasi maupun pertanggungjawaban basil pekerjaan yang 

dilakukan oleh pegawai, seperti informasi yang disampaikan oleh Ibu 
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Ida Puspawati selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

DLH sebagai berikut. 

"Pembagian tugas pegawai yang jelas dan tegas yang 
dituangkan dalam SKP memberikan kejelasan terhadap 
pertanggungjawaban hasil pekerjaan yang dilakukan, setiap 
pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai bagi organisasi dapat 
secara jelas dan tegas siapa-siapa yang mengerjakan sehingga 
akan mudah untuk meminta pertanggungjawaban, sistem 
tersebut menjadi salah satu mekanisme pengawasan clan 
pembinaan yang dilakukan pimpinan terhadap hasil pekerjaan 
bawahannya." 

Informasi diatas menunjukkan bahwa organisasi pemerintah 

daerah telah memiliki sistem pembagian kerja yang jelas dan tegas, 

untuk dapat memudahkan memisahkan pihak-pihak yang bertanggung 

jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan. Rencana kerja yang tertuang 

dalam SKP masing-masing pegawai berfungsi sebagai kontrak 

perjanjian pelaksanaan kerja sekaligus sebagai bahan untuk melalukan 

evaluasi dan pengawasan, seperti informasi yang disampaikan oleh 

Bapak Liman Lawai selaku Sekretaris DLH sebagai berikut. 

"ASN yang ada di DLH masing-masing memiliki tanggung 
jawab pekerjaan yang telah dituangkan diawal tahun kedalam 
SKP, selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan pegawai harus 
bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan, 
dengan adanya SKP menjadikan mekanisme pengawasan 
pekerjaan pegawai menjadi lebih mudah dilakukan oleh 
pimpinan." 

Informasi diatas semakin menegaskan bahwa PNS di DLH 

masing-masing memiliki pekerjaan yang sudah ditetapkan dalam SKP, 

selanjutnya setiap pegawai hams bertanggung jawab terhadap kinerja 

dan hasil pekerjaan yang telah dilakukan. 

Sistem kerja pada organisasi pemerintah daerah telah didesain 

untuk menciptakan sistem pengawasan yang berjalan secara berjenjang 

mulai dari pengawasan yang dilakukan pejabat esselon IV, III sampai 
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pada esselon II sebingga p1mpman secara tidak langsung ikut 

bertanggung jawab terbadap basil pekerjaan bawahannya, seperti 

informasi yang disampaikan oleb Bapak Liman Lawai selaku 

sekretaris DLH sebagai berikut. 

"Sistem kerja di pemerintahan telah membagi babis pekerjaan 
organisasi kepada pejabat sampai dengan staf secara 
berjenjang, artinya kinerja dan basil pekerjaan yang dibasilkan 
oleb staf juga menjadi tanggung jawab pejabat esselon IV, III 
sampai pada esselon II. Oleh karena itu, sistem kerja diciptakan 
dengan memperhatikan adanya pengawasan yang juga 
dilakukan secara berjenjang, untuk memastikan bahwa kinerja 
dan basil kerja staf telab sesuai dengan yang dibarapkan." 

Informasi tersebut memberi penegasan bahwa pimpinan tidak 

dapat dilepaskan dari tanggung jawab terhadap kinerja organisasi dan 

kinerja pegawai yang berada dibawahnya, kegagalan bawahan 

menyelesaikan pekerjaanya akan menjadi tanggung jawab pimpinan 

secara berjenjang, begitu juga dengan keberbasilan yang dilakukan 

bawahan dalam menyelesaikan pekerjaan juga merupakan prestasi 

ptmpmannya. 

d. Kesempatan untuk mengembangkan karier 

Kesempatan untuk mengembangkan karier adalah salah satu 

faktor motivasi bagi bawahan untuk dapat bekerja dengan baik. 

Kesempatan untuk maju atau pengembangan karier memiliki peran 

yang signifikan bagi pegawai untuk bekerja secara baik. 

Pegawai DLH secara umum merasakan bahwa organisasi 

memberikan kesembatan kepada pegawai untuk mengembangkan 

kariernya sebagai seorang PNS, seperti informasi yang disampaikan 

oleb Ibu Christina Juniawaty selaku pegawai DLH sebagai berikut. 
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"Pengembangan karier PNS telah diatur secara jelas dan tegas 
dalam peraturan perundang-undangan, selanjutnya sudah 
menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah clan OPD untuk 
memberikan kesempatan yang luas kepada pegawai untuk 
dapat mengembangkan kariemya, dan menurut saya sejauh ini 
pemerintah daerah Kabupaten Malinau dan DLH telah 
memberikan kesempatan yang luas kepada pegawai untuk 
dapat mengembangkan kariemya." 

Informasi diatas menunjukkan bahwa meskipun pengembangan 

karier PNS sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Namun, organisasi memiliki peran yang signifikan bagi pengembangan 

karier PNS. Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dan 

DLH harus memberikan kesempatan yang luas kepada pegawai untuk 

dapat mengembangkan kariemya. 

Pengembangan karier profesi PNS sangat ditentukan oleh 

pendidikan dan pelatihan yang telah diterima oleh pegawai. Pendidikan 

yang telah ditempuh oleh pegawai menjadi salah satu faktor yang 

menentukan karier seorang pegawai, seperti informasi yang 

disampaikan oleh Bapak Moses Geroda Boro selaku Kepala Bidang 

Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan BKD Kabupaten Malinau 

sebagai berikut. 

"Pendidikan seorang pegawai menjadi salah satu syarat untuk 
pengembangan karier pegawai secara khusus untuk 
mendapatkan jabatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah 
Kabupaten Malinau melalui BKD memberikan kebijakan 
kepada pegawai untuk menempuh pendidikan lanjutan yang 
diberikan melalui mekanisme ijin belajar maupun tugas belajar. 
Sejauh ini, kami telah menjalin kerjasama dengan banyak 
perguruan tinggi untuk membuka kelas bagi pegawai Pemda 
Malinau." 

Informasi tersebut menegaskan bahwa untuk dapat 

mengembangkan karier PNS dituntut untuk menempuh pendidikan 

lanjutan, ha! ini sesuai dengan aturan yang tertuang dalarn Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. 
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2. Pengaruh Faktor Ekstrinsik terbadap Motivasi 

Faktor ekstrinsik adalah faktor yang ada di luar diri seseorang yang 

menjadi penggerak. Kemudian untuk mengukur faktor ekstrinsik yang 

dimiliki oleh pegawai diukur melalui beberapa indicator sebagai berikut : 

a. Penghasilan 

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis 

yang diterima atau diperoleh yang dapat digunakan untuk konsumsi 

dan menambah kekayaan dalam bentuk nama dan bentuk apapun. 

Pegawai DLH merasa bahwa penghasilan yang diberikan 

kepadanya berupa gaji dan tunjangan telab sesuai dengan beban kerja 

yang dilaksanakannya, seperti informasi yang disampaikan oleh Bapak 

Stepanus Goa selaku pegawai DLH sebagai berikut. 

"Meskipun saat ini penghasilan PNS telah menurun 
dibandingkan periode-periode sebelumnya akibat penurunan honor 
kegiatan. Namun, besaran gaji pokok dan adanya tunjangan masih 
sesuai dengan beban kerja yang menjadi tanggungjawab saya." 

Informasi diatas semakin menegaskan bahwa sampai saat ini 

salah satu dayak tarik untuk menjadi PNS adalah cukup tingginya gaji 

dan tunjangan yang diterima. Pemerintah daerah kabupaten Malinau 

membuat kebijakan khusus untuk memberikan penghasilan kepada 

PNS. Selain memberikan gaji pokok yang besarannya berlaku secara 

nasional, juga memberikan tambahan tunjangan kepada PNS, seperti 

tunjangan daerah dan tunjangan beban kerja SKPD yang dibedakan 

berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan. Pemberian tunjangan 

kepada PNS selain didasarkan pada urusan, juga didasarkan pada 

golongan dan kepangkatan. 
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Pegawai DLH merasa puas dengan penghasilan yang diterima, 

namun masih terdapat pegawai yang merasa kurang puas dengan 

penghasilan yang diterimanya, seperti informasi yang disampaikan 

oleh Supiandi selaku pegawai DLH sebagai berikut. 

"Penuruan APBD Kabupaten Malinau selama tiga tahun 
terakhir berdampak terhadap penurunan penghasilan yang saya 
terima sebagai PNS, ha! ini membuat saya kurang puas 
terhadap gaji dan tunjangan yang saya terima, dan berharap 
agar kondisi APBD Malinau dapat segera pulih kembali 
sehingga penghasilan saya secara khusus dari tunjangan dan 
honor-honor kegiatan dapat kembali meningkat." 

Informasi diatas semakin mempertegas bahwa penuruan APBD 

Kabupaten Malinau memberikan dampak terhadap penurunan 

penghasilan yang diterima oleh pegawai. Meskipun demikian, dengan 

besarnya gaji pokok ditambah dengan tunjangan sejauh ini rnasih 

memberikan kepuasan pegawai terhadap penghasilan yang 

diterimanya. 

b. Kondisi Kerja Fisik 

Kondisi Kerja Fisik adalah kondisi atau keadaan lingkungan 

kerja dari suatu organisasi/instansi yang menjadi tempat bekerja dari 

para karyawan yang bekerja didalam lingkungan tersebut. 

Pegawai DLH memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap 

kondisi lingkungan tempat kerja, seperti informasi yang disampaikan 

oleh Ibu Wasty selaku pegawai DLH sebagai berikut. 

"Saya merasa tidak nyaman dengan kondisi lingkungan kerja di 
DLH, seperti kondisi gedung dan ruang kantor yang kurang 
representative, juga keberadaan sarana dan prasaran yang 
kurang memadai." 
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Informasi tersebut menuajukkan bahwa Iingkungan kerja di 

DLH kurang memberikan kenyaman bagi pegawa1 dalam 

melaksanakan aktivitas pekerjaan, beberapa fasilitas sarana dan 

prasaran kurang mendukung kegiatan operasional organisasi, seperti 

penerangan ruangan yang minim, kondisi fisik gedung yang telah 

mengalami kerusakan, kondisi warna gedung dan ruang kantor yang 

sudah mulai pudar menjadi alasan kurang nyamannya pegawai untuk 

berak'1ivitas bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Organisasi DLH belum dapat memberikan sarana dan prasarana 

yang representative mendukung kegiatan operasional pegawai dan 

organisasi. Masih cukup banyak pegawai yang mengeluhkan kondisi 

sarana dan prasarana organisasi seperti informasi yang disampaikan 

oleh Bapak Saryadi selaku pegawai DLH sebagai berikut. 

"Ketersediaan sarana dan prasana kantor yang mendukung 
pelaksanaan pekerj aan masih terbatas dan kondisi kurang la yak 
pakai, seperti kondisi AC yang kurang dingin, fasilitas ATK 
yang tidak ada, computer dan printer yang samih terbatas." 

Dari jawaban responden tersebut terlihat bahwa ketersediaan 

sarana dan prasarana kantor belum dapat mendukung secara optimal 

kegiatan operasionalan organisasi. 

c. Pengawasan 

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran 

kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung 

pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah 

ditetapkan tersebut. 

Secara umum pegawai pada DLH memberikan penilaian 

bahwa sistem pengawasan pada organisasi telah dapat berjalan 
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dengan baik, seperti informasi yang disampaikan oleh lbu Mailinda 

Kayang selaku pegawai pada DLH sebagai berikut. 

"Organisasi memiliki sistem pengawasan yang dilakukan 
pimpinan kepada bawahannya, selama m1 sistem 
pengawasan di kantor telah dapat dilaknsakan dengan baik, 
artinya pimpinan dapat mengawasi pekerjaan dan kinerja 
dari bawahannya." 

Terlaksananya sistem pengawasan yang ada di DLH tidak 

terlepas dari sistem yang sudah tertanam dan berjalan dengan baik, 

seperti informasi yang disampaikan oleh Bapak Frent Tomy Lukas 

selaku Kepala DLH sebagai berikut. 

"DLH sebagai sebuah organisasi memiliki sistem 
pengawasan yang berjalan secara berjenjang dan 
membentuk sistem pengendalian internal, sistem ini telah 
cukup lama terbentuk di organisasi, sehingga saya selaku 
pimpinan hanya melakukan modifikasi terhadap sistem 
yang sudah ada, salah satunya dengan membuat dan 
menetapkan peraturan tertulis seperti SOP sebagai salah 
satu instrument sistem pengawasan." 

Informasi diatas menunjukkan bahwa organisasi publik 

memiliki aturan yang jelas dan tegas mengenai pengawasan yang 

telah membentuk sistem pengawasan yang berjalan dengan baik 

dan mampu menciptakan mekanisme control diantara sub-sub unit 

yang ada dalam organisasi. 

Sistem telah mampu membentuk mekanisme pengawasan 

yang efektif dan efisien. Hal ini dilakukan untuk menjamin 

organisasi berjalan dengan baik, setiap pekerjaan dilaksanakan 

sesuai dengan harapan, mekanisme kontrol atau pengawasan yang 

telah ditetapkan, tanpa adanya sistem pengawasan yang efektif, 

dapat dipastikan setiap pekerjaan akan memberikan hasil yang 
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kurang optimal. Penyerahan pekerjaan dan tanggungjawab kepada 

bawahan akan selalu disertai dengan sistem pengawasan terhadap 

pelaksanaanya. 

Organisasi publik yang efektif tidak dapat dipisahkan dari 

pengawasan yang ekfektif. Dalam organisasi publik, struktur yang 

tercipta secara berjenjang akan menciptakan sistem pengawasan 

yang berjenjang, staff akan diawasi oleh pejabat eselon IV, pejabat 

eselon IV akan diawasi oleh pejabat eselon III, dan seterusnya. 

Dengan sistem pengwasan yang berjenjang diharapkan akan 

tercipta sistem pengawasan yang baik, yang pada akhimya akan 

memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. 

Selanjutnya, secara umum pimpinan sebagai penanggung 

jawab operasional organisasi DLH telah mampu melaksanakan 

tugas pengawasannya dengan baik, seperti informasi yang 

disampaikan oleh Bapak Ridwan Aliyu selaku pegawai DLH 

sebagai berikut. 

"Pekerjaan yang dilaksanakan oleh para staf, tidak terlepas 
dari pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan secara 
berjenjang, selama 1ru pimpinan telah mampu 
melaksanakan tugas pengawasannya dengan baik, sehingga 
hasil pekerjaan saya selama ini sesuai dengan keinginan 
pimpinan dan dapat selesai dengan tepat waktu." 

Informasi diatas menunjukkan bahwa pengawasan yang 

baik dari pimpinan telah mampu meningkatkan kinerja pegawai, 

ham ini memberikan kemudahan bagi pegawai untuk dapat 

menyelesaikan pekerjaan ketika terjadi kendala atau permasalahan. 

Namun, pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan juga 
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memberikan dampak yang kurang baik bagi pegawai, seperti 

informasi yang disampaikan oleh Ibu Sunarti selaku pegawai DLH 

sebagai berikut. 

"Saya kurang nyaman jika pekerjaan saya selalu diawasi 
oleh pimpinan, saya tidak dapat bekerja secara leluasa, 
akibatnya menurunkan kreatifitas dan semangat saya dalam 
bekerja." 

Informasi diatas menunjukkan bahwa pengawasan dapat 

memberikan dampak yang kurang baik bagi pegawai dalam 

melaksanakan pekerjaannya, pengawasan yang berlebihan akan 

mengakibatkan pagawai merasa tertekan dan meminimalisir 

kreatifitas dan keleluasan pegawai dalam menyelesaikan tugas dan 

tanggung jawabnya, sehingga dibutuhkan kemampuan pemirnpin 

untuk dapat melaksanakan pengawasan yang efektif tanpa harus 

memberikan beban kepada pegawai, seperti informasi yang 

disampaikan oleh Bapak Frent Tomy Lukas selaku kepala DLH 

sebagai berikut. 

"Kemampuan pernimpin untuk menempatkan diri, melihat 
situasi dan kondisi sangat diperlukan dalam melaksanakan 
pengawasan, pemimpin harus mampu menempatkan diri 
pada situasi dan kondisi yang sesuai agar pengawasan yang 
dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif, namun dilain 
pihak staf tidak merasa tertekan terhadap pengawasan yang 
kita lakukan, untuk menyiasatinya saya selalu mencoba 
menempatkan diri saya secara tepat pada situasi dan kondisi 
yang tepat pula, baik saya sebagai seorang pirnpinan, 
sebagai rekan kerja bahkan sebaga sahabat bagi staf-staf 
saya, dan sejauh ini pengawasan yang saya lakukan dapat 
berjalan dengan baik." 

Informasi diatas semakin menegaskan bahwa seorang 

pemimpin tidak hanya dibutuhkan kemampuan secara akademik 
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untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang pimpinan 

yang efektif, melainkan juga dibutuhkan kapasitas dan keahlian 

pemimpin untuk dapat menempatkan dirinya secara tepat, 

pengawasan yang efektif dan efisien hanya akan dapat 

dilaksanakan melalui hubungan yang baik antara pimpinan dengan 

bawahannya. 

d. Keamanan Kerja 

Keamanan Kerja adalah unsur - unsur penun3ang yang 

mendukung terciptanya suasana kerja yang aman bagi pegawai, baik 

berupa materil maupun nonmateril. 

Secara umum pegawai memberikan penilaian bahwa sistem 

keamanan kerja di DLH sudah cukup baik, ha! ini tidak terlepas dari 

tingkat resiko kecelakaan yang rendah pada bidang pekerjaan 

organisasi publik, seperti informasi yang disampaikan oleh Bapak 

Robetson selaku pegawai DLH sebagai berikut. 

"Pekerjaan sebagai PNS memiliki tingkat resiko kecelakaan 
yang rendah karena sehari-hari saya hanya perlu bekerja 
dikantor tanpa perlu berhadapan dengan peralatan atau berada 
pada Iokasi pekerjaan yang berat dan membahayakan, sehingga 
menurut saya sistem keamanan yang ada dikantor sudah cukup 
baik dengan tersedianya tabung pemadam kebakaran." 

Informasi diatas menunjukkan bahwa DLH sebagai salah satu 

organisasi publik tempat Iokasi pegawai bekerja telah melakukan 

tindakan preventif terhadap bahaya kebakaran dengan menyediakan 

tabung pemadam kebakaran. Penyediaan tabing kebakaran menjadi 

salah satu prioritas keselamatan kerja mengingat Kabupaten Malinau 

adalah daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terjadinya 

kebakaran, seperti informasi yang disampaikan oleh Bapak Marson 
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Langup selaku kepala Satpol PP dan pemadam kebakaran Kabupaten 

Malinau sebagai berikut. 

"Kabupaten Malinau termasuk sebagai salah satu daerah rawan 
kebakaran, kondisi ini didasarkan pada iklim Kabupaten 
Malinau yang panas, ditambah dengan pemukiman warga yang 
didominasi dari bahan kayu sehingga tingkat terjadinya 
kebakaran di kabupaten Malinau cukup tinggi. Oleh karena itu, 
Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki kebijakan untuk 
menjaga keselamatan kerja dengan menyediakan tabung 
pemadam kebakaran pada tiap-tiap kantor salah satunya di 
kantor DLH." 

Menyediakan ala! pemadam kebakaran pada kantor merupakan 

salah satu upaya yang dilakukan DLH untuk meminimalisir terjadinya 

kecelakaan kerja. Namun, tidak tersedianya perlengkapan pertolongan 

pertama pada kecelakan berupa obat-obatan menurut salah satu staf 

DLH menunjukkan sistem keselamatan kerja di DLH kurang baik, 

seperti informasi yang disampaikan oleh Bapak Hamdani selaku 

pegawai DLH sebagai berikut. 

"Menurut saya sistem keselamatan kerja dikantor masih 
kurang, dikantor tidak tersedia obat dan perlengkapan 
pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan, meskipun secara 
akses dan jarak ke RSUD relative dekat, menurut saya kantor 
harus menyediakan obat dan kelengkapan pertolongan pertama 
untuk berjaga-jaga jika terjadi kecelakaan kerja." 

Informasi diatas menunjukkan bahwa keselamatan kerja di 

DLH masih kurang, sebagai indikatornya kelengkapan berupa obat 

untuk pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan tidak tersedia 

dikantor. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 

PER.15/MENNII/2008, mengatur bahwa untuk tempat kerja yang 

memiliki Iebih dari 25 orang tenaga kerja wajib menyediakan fasilitas 

P3K yang didukung dengan penyediaan satu orang tenaga P3K. Tidak 
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tersedianya fasilitas dan petugas P3K menunjukkan bahwa sistem 

keselamatan kerja pada DLH masih kurang baik. 

Pegawai DLH merasa kurang nyaman dengan keselamatan 

kerja yang tersedia dikantor, hal ini disebabkan karena fasilitas yang 

minim terhadap keselamatan kerja dan kondisi gedung kantor yang 

sudah mengalami kerusakan sehingga meningkatkan ancaman terhadap 

keselamatan kerja, seperti informasi yang disampaikan oleh lbu Maiin 

Julianik selaku pegawai DLH sebagai berikut. 

"Saya merasa kuatir berada didalam gedung kantor, selain 
fasilitas penerangan yang terbatas, kondisi bangunan kantor 
juga sudah mengalami keretakan dibanyak tempat, apalagi jika 
saya harus berkunjung ke gedung pusat pemerintahan yang 
menurut saya kondisinya sudah tidak layak lagi karena sudah 
retak dan miring." 
Informasi yang disampaikan oleh salah satu staf DLH diatas 

semakin mempertegas bahwa kondisi tempat kerja yang sudah 

mengalami banyak kerusakan mengakibatkan pegawai merasa tidak 

nyaman untuk bekerja, kondisi gedung yang banyak mengalami 

keretakkan bahwa beberapa titik gedung kantor telah mengami 

kemiringan menunjukkan bahwa gedung kantor memberikan ancaman 

bagi keselamatan kerja pegawai. 

C. Basil Pembabasan Penelitian 

Faktor utama untuk meningkatkan sumberdaya manusia dalam instansi 

publik khususnya DLH Kabupaten Malinau adalah bagaimana menciptakan 

strategi untuk meningkatkan motivasi pegawainya. Instansi publik tentunya 

membutubkan pegawai yang memiliki motivasi yang tinggi untuk menjadi 
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pekerja yang produktif. Usaha ini hanya dapat diatasi melalui peningkatan 

produktivitas pegawai, bahwa satu orang pegawai bisa mengasilkan pekerjaan 

seperti yang dihasilkan oleh sepuluh orang pegawai (Kelley, 1999). 

Semuanya ini akan tercapai dengan baik, jika memiliki pegawai yang 

bermotivasi tinggi pada organisasi. Namun, fakta telah menunjukkan bahwa 

masih banyak pegawai tidak memiliki motivasi yang tinggi kepada 

organisasinya. Pegawai yang bermotivasi terhadap organisasi merupakan salah 

satu tantangan yang paling sulit dihadapi oleh pihak manajemen organisasi 

publik. Mempekerjakan pegawai yang berkualitas memang tidak mudah, 

tetapi memotivasi mereka jauh Iebih sulit. 

Motivasi secara singkat dapat diartikan sebagai proses menggerakkan 

manusia, sehingga memberikan motivasi artinya proses untuk menggerakkan 

orang lain agar mau melakukan sesuatu sebagaimana yang diharapkan oleh 

penggeraknya atau yang mengarahkannya. 

Menurut Beredoom dan Garry A. Stainer yang dikutip Juwono (1985), 

mengemukakan: Motivasi adalah kondisi mental yang mendorong aktivitas 

dan memberi energy yang mengarah kepada pencapaian kebutuhan, memberi 

kepuasan ataupun mengurangi ketidakseimbangan. Sedangkan menurut 

Winardi (1990) memberikan pengertian tentang motivasi, yaitu motivasi 

adalah sebuah konteks organisasi merupakan proses dengan apa seseorang 

manajer merangsang pihak lain untuk bekerja dalam rangka upaya mencapai 

sasaran-sasaran organisasi sebagai alat untuk memuaskan keinginan-keinginan 

pribadi mereka sendiri. 
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Dengan demikian, motivasi merupakan daya dorong untuk bergerak, 

dan memotivasi yang berasal dari kata motif berarti penggerak. Sehingga 

pengertian motivasi dapat dikatakan suatu keadaan yang menggerakkan atau 

mengarahkan seseorang untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu. 

Keberhasilan dari basil motivasi seseorang sangat dipengaruhi oleh sumber 

daya yang dimiliki. (Prof. DR H. Abdurrahman Fathoni, M.Si, 2006 : 80-81 ). 

Kekuatan motivasi yang ada dalam diri manusia bisa ditimbulkan oleh 

dorongan dari luar atau oleh motivasi yang ditimbulkan dan dalam dirinya 

(instrinsic). Kekuatan motivasi dari surnber daya manusia sangat dipengaruhi 

oleh factor extrinsic (motivasi yang timbul oleh dorongan yang ditirnbulkan 

dari dalam dirinya) dan lingkungan. Sedangkan aspek lainnya adalah faktor 

pemeliharaan budaya dan nilai-nilai yang terkandung dalam organisasi yang 

dapat mendorong prestasi kerja yang tinggi. 

Motivasi sebagai kondisi (energy) yang menggerakkan dalam diri 

individu yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi. Motivasi muncul dari 

dua dorongan, yaitu dorongan dari dalarn diri sendiri (internal motivation) dan 

dorongan dari luar diri/pihak lain (external motivation). Tingkatan rnotivasi 

tersebut rendah, sedang dan tinggi. Perbedaan tingkatan motivasi individu 

dalam suatu organisasi sangat mempengaruhi hasil kerja dan bahkan 

kinerjanya di dalam organisasi (Anwar Prabu Mangkunegara, 2010 : 18). 

Peranan manusia dalam mencapai tujuan tersebut sangat penting dalam 

pencapaian tujuan organisasi. Untuk menggerakkan manusia agar sesuai 

dengan yang dikehendaki organisasi, maka haruslah dipaharni motivasi 

manusia bekerja pada suatu organisasi, karena motivasi inilah yang 
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menentukan perilaku orang - orang untuk bekerja atau dengan kata lain 

perilaku merupakan cerminan yang paling sederhana dari motivasi. 

Pencapaian tujuan motivasi kerja sebagaimana diharapkan menghasilkan 

efektivitas, produktivitas, dan hasil kerja yange efisien, baik bagi diri individu 

yang berangkutan maupun bagi organisasi. 

Motivasi sebagai dorongan yang bersumber dari dalam dan luar diri 

seseorang untuk melaksanakan sesuatu tindakan tertentu, memiliki dampak 

terhadap kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan publik di DLH 

Kabupaten Malinau. 

Factor intrinsik, menunjukkan bahwa pegawai beranggapan hasil 

pekerjaan yang mereka lakukan memiliki kualitas yang baik, mereka mampu 

menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya dengan memenuhi 

kualitas seperti yang diharapkan. Selain itu, pegawai merasa bahwa mereka 

mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan batasan waktu yang sudah 

ditetapkan. 

Motivasi pegawai untuk dapat meningkatkan kinerjanya juga 

dipengaruhi oleh adanya pengakuan dari orang lain terutama pimpinan 

terhadap hasil kerja yang sudah mereka capai. Pegawai merasa puas terhadap 

pengakuan yang diberikan pimpinan terhadap prestasi kerja mereka, dan 

pimpinan memiliki intensitas yang cnkup sering untuk memberikan 

pengakuan terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahannya. Pengakuan 

tersebut mampu memberikan motivasi kepada pegawai untuk dapat bekerja 

lebih baik. 

Kinerja pegawai yang tinggi didasari oleh rasa tanggung jawab yang 

dimiliki pegawai untuk bekerja secara professional. Pegawai DLH memilki 

tanggung jawab terhadap pekerjaan yang sudah menjadi tugasnya, hal ini 

sesuai dengan profesi PNS yang secara umum merupakan profesi seumur 
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hidup bagi warga Negara Indonsia, PNS merasa memiliki tanggung jawab 

untuk bekerja secara lebih total dan fokus tanpa harus memikirkan beralih ke 

profesi lainnya. 

Sistem kerja PNS membagi pekerjaan mulai dari pimpinan sampai 

pada pelaksana, ha! ini mampu menciptakan sistem pertanggungjawaban yang 

berjenjang terhadap basil kerja yang dilakukan oleh staf, artinya pimpinan 

turut bertanggung jawab terhadap basil kerja bawahannya. Oleh karena itu, 

sistem kerja PNS juga mengedepankan unsur pembinaan yang dilakukan 

pimpinan kepada bawahannya untuk menjamin basil pekerjaan, sikap dan 

perbuatan bawahan telah sesuai dengstandar dan aturan yang berlaku. 

Salah satu motivasi seseorang menjadi PNS adalah adanya jenjang 

karier yang sangat baik. didalam pengembangan karier seorang PNS sangat 

ditentukan oleh dukungan pimpinan dan organisasi terhadap peningkatan 

karier seorang pegawai. Dukungan yang dapat diberikan organisasi dan 

pimpinan adalah melalui pemberikan kesempatan kepada pegawai untuk 

meningkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal dan pelatihan. Pegawai 

DLH merasa bahwa organisasi dan pimpinan memberikan peluang dan 

kesempatan yang besar kepada pegawai untuk dapat meningkatkan kariemya 

melalui pemberian ijin belajar dan mengikutsertakan pegawai pada kegiatan 

pelatihan dan bimtek 

Peningkatan motivasi pegawai untuk memiliki kinerja yang baik juga 

ditentukan oleh faktor ekstrinsik, yaitu faktor yang ada di luar diri seseorang 

yang menjadi penggerak bagi pegawai untuk dapat bekerja dengan lebih baik 

lagi. 

Pegawai DLH merasa bahwa penghasilan yang diterimanya saat ini 

telah sesuai dengan beban kerja yang menjadi tanggungjawabnya dan pegawai 

merasa puas. Kebijakan pemerintah Kabupaten Malinau untuk memberikan 
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tunjangan kepada PNS diluar gaji pokok telah mampu menjadi salah satu 

faktor yang memotivasi pegawai untuk berkinerja dengan baik. Hal ini 

semakin mempertegas bahwa penghasilan menjadi salah satu faktor yang 

menjadi daya tarik bagi masyarakat Indonesia secara umum untuk berprofesi 

sebagai seorang PNS. 

Kondisi kerja juga memiliki pengaruh terhadap motivasi dan kinerja 

pegawai DLH. Kondisi kerja fisik adalah kondisi atau keadaan lingkungan 

kerja dari suatu organisasi atau instansi yang menjadi tempat bekerja dari para 

karyawan yang bekerja didalam lingkungan tersebut. Pegawai DLH merasa 

cukup nyaman dengan kondisi tempat mereka bekerja dan merasa sarana dan 

prasarana kantor cukup memberikan dukungan kepada pegawai untuk bekerja 

secara baik. Pegawai merasa keterbatasan sarana dan prasarana kerja belum 

memberikan dukungan yang besar terhadap kinerja pegawai. 

Faktor ekstrinsik untuk meningkatkan kinerja pegawai juga ditentukan 

oleh sistem pengawasan yang terbangun. Pegawai DLH merasa bahwa 

organisasi telah memiliki sistem pengawasan yang baik yang didukung dengan 

pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan. Sistem kerja pada organisasi 

public mampu menciptakan sistem pengawasan secara berjenjang yang 

dilakukan oleh pimpinan kepada bawahannya, berbagai aturan dan 

pemanfaatan teknologi informasi telah mampu membangun sistem 

pengawasan yang efektif dan efisien pada organisasi DLH. 

Pengawasan menjadi salah satu faktor yang strategis untuk 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tanpa adanya sistem 

pengawasan yang baik dapat dipastikan organisasi public akan mengalami 
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kegagalan. Pengawasan pada organisasi public dimaksudkan untuk 

memberikan jaminan bahwa organisasi telah mampu berjalan sesuai dengan 

yang diharapkan untuk mencapai tujuan organisasi memberikan kesejahteraan 

sebesar-besamya bagi masyarakat. 

Bagi seorang PNS, kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan 

tanggungjawabnya juga ditentukan oleh rasa aman selama bekerja. Pegawai 

DLH merasa bahwa organisasi belum mampu memberikan rasa aman kepada 

pegawai selama bekerja, hal ini disebabkan masih terbatasnya kemampuan 

Pemerintah Daerah memberikan rasa aman melalui penyediaan fasilitas sarana 

dan prasarana keselamatan kerja. Faktor utama penyebab rendahnya penilaian 

pegawai terhadap keamanan mereka adalah kondisi gedung tempat mereka 

bekerja yang mengancam keselamatan pegawai selama bekerja. Kondisi 

gedung yang banyak mengalami keretakan bahkan beberapa bagian gedung 

telah mengalami meiringan manjadi alasan utama pegawai merasa 

keselamatan mereka terancam. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan basil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, 

maka dapat diberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Faktor intrinsic memberikan pengaruh terhadap motivasi kerja pegawai 

pada DLH Kabupaten Malinau. Pegawai Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Malinau berdasarkan faktor intrinsik memiliki motivasi yang 

tinggi untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik. ha! ini terlihat dari 

adanya rasa tanggungjawab dari pegawai untuk dapat menyelesaikan 

pekerjaannya dengan kualitas dan waktu yang telah ditetapkan. Adanya 

jenjang karier PNS menjadi alasan bagi PNS untuk bekerja dengan baik, 

organisasi dan pimpinan memberikan dukungan yang tinggi kepada 

pegawai untuk dapat meningkatkan kapasitasnya melalui jenjang 

pendidikan levih tinggi maupun melalui bimtek dan pelatihan. 

2. Faktor ekstrinsik memberikan pengaruh terhadap motivasi kerja pegawai 

pada DLH Kabupaten Malinau, artinya peningkatan motivasi pegawai 

ditentukan oleh faktor ekstrinsik, yaitu faktor yang ada di luar diri 

seseorang yang menjadi penggerak bagi pegawai untuk dapat bekerja 

dengan lebih baik lagi. Penghasilan sebagai salah satu faktor ekstrinsik 

telah mampu memberikan motivasi kepada pegawai untuk bekerja dengan 

baik. begitu juga dengan kondisi lingkungan kerja yang nyaman juga 

mampu meningkatkan motivasi pegawai. DLH sebagai organisasi publik 
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telah mampu menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan efisien, hal 

ini tidak terlepas dari sistem kerja di pemerintahan yang melekatkan 

pengawasan secara terstruktur dan berjenjang, setiap bagian dan kegiatan 

organisasi telah mampu mewujudkan pengawasan internal, yangt juga 

didukung oleh pengawasan dari pimpinan. Pengawasan menjadi salah satu 

faktor yang strategis untuk mev;ujudkan tata kelola pemerintahan yang 

baik, tanpa adanya sistem pengawasan yang baik dapat dipastikan 

organisasi publik akan mengalami kegagalan. Pengawasan pada organisasi 

publik dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa organisasi telah 

mampu berjalan sesuai dengan yang diharapkan untuk mencapai tujuan 

memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Untuk 

faktor keamanan dalam bekerja, DLH belum mampu memberikan rasa 

aman kepada pegawai selama bekerja, hal ini disebabkan kondisi gedung 

tempat pegawai bekerja yang mengalami kerusakan sehingga mengancam 

keselamatan pegawai selama bekerja. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka ada 

beberapa saran atau masukan yang dapat penulis berikan, di antaranya : 

I. Untuk dapat meningkatkan motivasi kerja, faktor intrinsik sebagai factor 

yang berasal dari dalam diri PNS harus dapat ditingkatkan. Oleh karena 

itu, Pegawai DLH harus mampu melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya dengan baik dan professional, profesi PNS menuntut pegawai 

untuk mengerahkan segala kemampuannya untuk memberikan yang 

terbaik bagi rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penghasilan, 

karier dan jaminan masa tua yang akan diperoleh. 
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2. Untuk meningkatkan motivasi kerja melalui faktor ekstrinsik, organisasi 

DLH clan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau harus mampu 

menciptakan kondisi ekstrinsik yang baik melalui perwujudan lingkungan 

kerja yang nyaman dan aman bagi pegawai; pimpinan harus dapat 

menjalankan fungsi dan perannya secara professional sesuai dengan 

peraturan, memiliki kapasitas yang baik dalam memimpin dan mampu 

menempatkan dirinya secara tepat dan benar sesuai dengan situasi dan 

kondisi, hal ini dimaksudkan agar pemimpin dapat menjadi panutan dan 

teladan bagi bawahan dalam menjalankan operasional organisasi; 

memberikan kesempatan yang besar dengan peluang yang sama kepada 

seluruh pegawai untuk dapat mengembangkan karier melalui peningkatan 

kapasitas melalui jalur pendidikan dan pelatihan; clan Pemerintah Daerah 

sebagai perwakilan Negara harus mampu menjalankan peran clan 

fungsinya secara optimal memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat 

termasuk PNS sebagai bagian dari rakyat. 
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Perencanaaan 

l I 

Fungsl Bldang 2 Fungsi Bidang 3 
Pengelolaan Samah dan Pengendalian Pencemaran 

Llmbah 83 dan Perusakan LH. 

Fungal Seksl 1 Fungsi Seksi 1 

Pengurangan Sampah ,_ Pemantauan Lingkungan 

Fungsi Seksi 2 Fungsi Seksi 2 
Penanganan Sampah 

,_ 
Pencemaran Lingkungan 

Fungsi Seksl 3 Fungsi Seksi 3 
Llmbah 83 - Kerusakan Lingkungan 

I I 

UPTD JABATAN FUNGSIONAL I 

Sekretaris 

I 

I 

Kasubbag Keuangan [ 
Fungsi Bidang 4 

Penataan dan Peningkatan 
Kapasitas LH. 

Fungsi Seksi 1 
,_ Pengaduan Penyelesaian 

Sengketa Lingkungan 

Fungsi Seksi 2 ,_ Penegakan Hukum 
Lingkungan 

- Fungsi Seksi 3 
Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan 

Kasubbag Umum dan 
Kepegawaian 

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian DLH 
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No Penguji 

I. Prof Dr. Azhar Kasim, M.P.A 

2. Dr. Sofjan Ari pin 

Dr. Heryono Susilo Utomo, 
3. M.Si 

Lampiran2 

Matrik Basil Ujian Sidang 

Masukan/Saran Perbaikan 

Perbaikan terhadap konsep 
Tel ah dilakukan perbaikan 
terhadap model kerangka 

motivasi, artinya terdapat dua 
pikir penelitian 

faktor yang mempengaruhi 
yang 

disesuaikan dengan faktor 
motivasi yaitu factor intrinsic dan 

intrinsik dan ekstrinsik yang 
ekstrinsik 

memnengaruhi motivasi 
Telah dilakukan perbaikan 

Sesuaian penulisan dengan 
kutipan, penulisan daftar 

pedoman penulisan T APM PPs UT 
pustaka sesua1 dengan 
pedoman penulisan TAPM 
PPsUT 

La tar belakang mas al ah lebih La tar belakang sudah 
difokuskan dilakukan perbaikan 

Penelitian terdahulu diletakkan Penelitian terdahulu sudah 
didepan Bab II diletakkan pada awal bab II 

Telah dilakukan perbaikan 
Teknik penulisan disesuaikan kutipan, penulisan daftar 
dengan pedoman penulisan T APM pustaka sesua1 dengan 
PPsUT pedoman penulisan TAPM 

PPsUT 

Halaman Keterangan 

58 

25, 27, 
35, 36, 

37, 
Daftar 

Pustaka 

2, 5, 7, 
10, 11 

13 

25, 27, 
35, 36, 

37, 
Daftar 

Pustaka 
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